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BAGIAN |
PENGANTAR PENGELOLAAN
HUTAN RAKYAT

Pengantar Pengelolaan Hutan Rakyat

Iimu Pengelolaan Hutan (Forest Management) telah lahir lebih dari satu abad yang:
lalu, untuk mengelola hutan yang dipelajari oleh seluruh mahasiswa kehutanan
maupun praktisi kehutanan di dunia. Ilmu ini terus berkembang, dan telah
dibukukan oleh beberapa penulis, seperti Chapman (1931), Meyer ¢t al. (1961),
Davis dan Johnson (1987), Davis et al. (2001) dan sebagainya. Di Indonesia,
karya ilmiah terkait pengelolaan hutan jati telah ditulis oleh beberapa penulis,
seperti Hardjosudiro (1975) dan Simon (1993).

Jika dipelajari dengan secksama, seluruh buku teks tersebut lebih tepat digunakan
pada hutan-hutan dengan hamparan yang luas dan masif, di mana di Indonesia
ditemukan pada hutan negara. Sementara itu untuk hutan-hutan yang sempit
serta terfragmentasi, seperti hutan rakyat di Jawa, ilmu manajemen hutan secara

khusus sedang terus dikembangkan.

Buku ini merupakan upaya untuk menjadi bagian pengembangan ilmu hutan
rakyat yang dimaksud, dan secara khusus pada bagian pertama ini akan dijelaskan
beberapadasar-dasar untuk mengenal ilmu pengetahuan hutan rakyat. Diharapkan
dengan membaca bagian pertama ini pembaca dapat mulai memahami tentang

hutan rakyat.

Definisi dan Pengertian

Hutan merupakan masyarakat tumbuhan yang dikuasai oleh pohon-pohon
yang mempunyai keadaan lingkugan yang berbeda dengan kedaan di luar hutan
dan membentuk suatu ekosistem. Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang
{etentuan Pokok Kehutanan, yang kemudian diganti dengan UU No. 41 Tahun




2 | PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT

1999 tentang Kehutanan, membagi hutan atas dasar kepemilikannya menjadi
dua yaitu hutan negara dan hutan milik. Hutan negara adalah hutan yang berada
pada tanah yang tidak dibebani atas hak milik, sedangkan hutan milik adalah
hutan yang berada pada tanah yang dibebani atas hak.

Pengertian hutan tersebut merupakan dasar bagi pendefinisian hutan rakyat
selanjutnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/MENHUT-
V/2004 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 49/Kpts-11/1997, hutan
rakyat dapat didefinisikan sebagai berikut: Menurut Peraturan Mentri Kehutanan
No. P.03/MENHUT-V/2004 lampiran satu bagian lima tentang Pedoman
Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan
Lahan, pengertian hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang
dibebani atas hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum
0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih
dari 50%. Sementara, menurut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 49/
Kpts-11/1997 tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat, pengertian hutan
rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 hektar
dengan penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan atau jenis lainnya lebih dari
50% serta tanaman sebanyak minimal 500 tanaman tiap hektar.

Pengertian hutan rakyat di atas, meskipun kuat secara hukum akan tetapi dalam
kenyataannya, pengertian tentang hutan rakyat sendiri dapat berbeda-beda,
hal ini tergantung kepada lawas yang diberikan terhadap batasan hutan rakyat.
Secara umum hutan rakyat merupakan hutan yang tumbuh di atas lahan milik.
Berhubungan dengan hal tersebut di atas akhirnya banyak pihak (peneliti dan
birokrat), menyebutkan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dimiliki oleh
rakyat (dibebani hak), baik secara perseorangan, kelompok maupun suatu badan
hukum. Kemudian ditambahkan pula bahwa hutan rakyat adalah hutan buatan,

bukan hutan alam dan berada di luar kawasan hutan negara.

Definisi lain pun mulai bermunculan, seiring dengan perkembangan hutan
rakyat selama ini. Terdapat definisi yang menyebutkan bahwa, hutan rakyat
adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat, hampir seluruhnya
berada di atas tanah milik atau tanah adat, meskipun ada pula yang berada di
atas tanah negara atau kawasan hutan negara. Ada beberapa macam hutan rakyat
menurut status tanahnya, antara lain: 1) Hutan milik adalah hutan rakyat yang
dibangun di atas tanah-tanah milik. Merupakan model hutan rakyat yang paling
umum, terutama di Pulau Jawa. Luasnya bervariasi mulai dari seperempat hekrar
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urang, sampai sedemikian luas sehingga bisa menutupi seluruh desa dan
n melebihinya. 2) Hutan adat atau dalam bentuk lain hutan desa adalah
utan-hutan rakyat yang dibangun di atas tanah komunal, biasanya juga dikelola
untuk tujuan-tujuan bersama atau untuk kepentingan komunitas setempat. 3)
Hutan kemasyarakatan (HKm) adalah hutan rakyat yang dibangun di atas lahan-
ahan milik negara, khususnya di atas kawasan hutan negara. Hak pengelolaan
as bidang kawasan hutan diberikan kepada sekelompok warga masyarakat,
biasanya berbentuk kelompok tani hutan atau koperasi. Model HKm jarang

memberikan definisi tentang hutan rakyat diacu dalam Winarno (2007),
pengertian hutan rakyat adalah suatu lapangan yang berada di luar kawasan hutan
egara yang bertumbuhan pohon-pohonan sedemikian rupa sehingga secara
teseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungan yang
kepemilikannya berada pada rakyat. Secara lebih spesifik, Winarno (2007) juga
mendefinisikan pengertian hutan rakyat di luar Jawa, di mana hutan rakyat adalah
hutan yang dimiliki oleh rakyat dan berada di luar konsesi, dibebani hak milik
atau hak lainnya, termasuk hutan produksi yang dapat dikonversi untuk dikelola
secara intensif dan didominasi oleh tanaman kayu-kayuan yang dikerjakan secara
perorangan, kelompok, atau badan hukum.

Keragaman definisi hutan rakyat yang ada selama ini, tidak mempengaruhi tujuan
a dari hutan rakyat untuk menghasilkan kayu rakyat. Hasil utama dari hutan
rakyat tersebut sering dijadikan topik kajian. Kayu rakyat sendiri merupakan
komoditas ekonomi yang berasal dari hutan rakyat, berupa pepohonan berkayu
yang ditanam penduduk. Kayu rakyat dibatasi pada bentuk pemanfaatan sebagai
tayu berdiri, kayu bulat dan kayu gergajian (Setiadi 2002).
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Bentuk dan Manfaat

Menurut Institut Pertanian Bogor (1983) pola pembangunan hutan rakyat ada
dua, sebagai berikut:

a. Hutan rakyat tradisional merupakan cara penanaman tanaman hutan pada
tanah milik (lahan kering) yang diusahakan oleh masyarakat itu sendiri
tanpa campur tangan pemerintah. Bentuk tanamannya berupa campuran
antar buah-buahan, misalnya: Durian (Durio zibethinus), Melinjo (Gnetum
gnemon), dan lain-lain. Bentuk tersebut lebih dikenal dengan pola usaha tani
lahan kering atau lahan darat.

b. Hutan rakyat inpres: hutan rakyat yang penanamannya murni dilakukan
di tanah terlantar. Pembangunan hutan rakyat ini diprakarsai oleh proyek
bantuan penghijauan.

Berdasarkan pola tanamnya, hutan rakyat dikelompokkan menjadi tiga, sebagai
berikut:

a. Hutan Rakyat Murni

Hutan rakyat yang hanya ditanami dengan satu jenis pohon kayu-kayuan
saja.

b. Hutan Rakyat Campuran

Hutan rakyat biasanya ditanami dengan lebih dari satu jenis tanaman
keras.

c.  Hutan Rakyat Sistem Agroforestri

Hutan rakyat sistem agroforestri dengan cara tumpangsari merupakan
pola pengelolaan hutan rakyat yang cukup baik untuk dikembangkan di
Indonesia.

Hutan Rakyat Hutan Rakyat Hutan Raat
Monokultur Agroforestri Campuran
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‘Menurut Michon (1983) ada tiga tipe hutan rakyat, yaitu: tipe pekarangan, talun,
dan kebun campuran. Perbedaan diantara ketiga tipe hutan rakyat ini adalah
sebagai berikut:

Pekarangan mempunyai sistem pengaturan tanaman yang terang dan baik
serta biasanya berada di sekitar rumah. Luas minimum sekitar 0,1 ha yang
dipagari mulai dari jenis sayur-sayuran sampai pohon yang berukuran sedang
dengan tinggi mencapai 20 meter.

Talun mempunyai ukuran yang lebih luas, penanaman pohon relatif rapat,
tinggi pohon mencapai 35 meter dan terdapat beberapa pohon yang tumbuh
secara liar dari jenis herba atau liana.

Kebun Campuran banyak ditemui di beberapa desa. Jenis tumbuhan
cenderung lebih homogen dengan satu jenis tanaman pokok Céngkeh atau
Pepaya dan berbagai macam jenis tanaman herba. Kebun tersebut seringkali
ditemui di sekitar desa.

i segi pengelolaannya hutan rakyat sama dengan kebun rakyat atau

tanaman semusim dan tanaman tahunan. Sementara itu Nenzoma (1987)
dalam Anonim (1989) mendeskripsikan hutan rakyat adalah penanaman
an berkayu dengan tanaman pertanian atau bersama-sama pada lahan yang
ma sebagai upaya memadukan kehutanan dengan pertanian. Sementara itu
facruman (2003) menyebutkan bahwa terdapat tujuhbelas macam budidaya
arakat dalam mengusahakan tanaman jenis pohon-pohonan yang terbagi
tiga golongan yaitu: 1) Budidaya pohon-pohonan bercampur tanaman
erkebunan, tanaman makanan dan semak; 2) Pohon-pohonan dan tanaman
anan ternak dan ternak, dan 3) Pohon-pohonan dan ikan. Sementara itu
faeruman (2001) menyatakan bahwa hutan milik masyarakat yang memiliki
anyak bentuk dapat berfungsi untuk menghasilkan barang (produksi material)
an jasa (penghasil jasa lingkungan). Selanjutnya dinyatakan bahwa hutan
asyarakat dalam bentuk kebun campuran merupakan produsen kayu yang
agat besar di Jawa yang padat penduduknya dan hampir tidak ada lembaga

-merintah yang membantu masyarakat mengurus “hutan” ini.

erkaitan dengan manfaat hutan rakyat, KEPAS (1988) mengemukakan bahwa
saya penanggulangan terhadap erosi dan konservasi tanah melalui penanaman

shon-pohonan telah dilaksanakan pemerintah sejak tahun 1950 melalui
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berbagai bentuk yang secara terus menerus dikembangkan dan diperbaiki, antara
lain: Upaya Komando Operasi Gerakan Makmur tahun 1950, Gerakan Pekan
Penghijauan Nasional tahun 1961, Proyek Departemen Pertanian 001-037
tahun 1967, Proyek Bantuan Teknis FAO-UNDP tahun 1973-1976, Proyek
Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai tahun 1979, Proyek
Pengembangan Wilayah DAS Citanduy tahun 1981, dan Proyek Pertanian
Lahan Kering tahun 1984.

Menurut Bashar (1964) usaha hutan rakyat yang utamanya bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan para petani, disamping itu beberapa manfaat lain
juga diperolch dalam pengusahaan hutan rakyat,sebagai berikut:

a.  Kayu dan hasil hutan lainnya

b. Pengawetan tanah dan air

o

Perlindungan tanaman-tanaman pertanian
d. Perlindungan binatang liar

Disamping itu hutan rakyat berfungsi untuk menambah pendapatan masyarakat,
memenuhi kebutuhan kayu bakar dan pertukangan, fungsi hidro-orologis lahan,
dan mengurangi terjadinya kerusakan hutan.

Secara garis besar manfaat hutan rakya terdiri dari manfaat hutan secara langsung
(sosial ekonomi) dan manfaat secara tidak langsung (fungsi hidro-orologis,
klimatologis, strategis, dan estetik). Hutan rakyat dalam bentuk agroforestri
dapat memenuhi pengawetan tanah dan air, melindungi tanah dari butiran air
hujan, memanfaatkan sinar matahari secara optimal dengan strata tajuk yang

berlapis.

Luas Pemilikan dan Potensi Hutan Rakyat
Hutan rakyat dimiliki oleh banyak petani, baik golongan petani kecil, menengah

maupun besar, dan sebagian besar luasannya relatif sempit (<1 hektare). Dari hasil
studi Haeruman ez 4/, (1986) di enam Kabupaten di Provinsi Jawa Barat, yaitu:
Kabupaten Bogor, Pandeglang, Majalengka, Tasikmalaya, Subang, dan Sukabumi
menunjukkan bahwa luas rata-rata hutan rakyat setiap kabupaten adalah 0,66 ha
dengan selang luasan rata-rata terbesar 1,07 ha di Kabupaten Pandeglang dan
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terkecil 0,34 ha di Kabupaten Tasikmalaya. Hutan rakyat yang cukup luas (>1

hektare) terutama dimiliki oleh petani golongan menengah dan atas. Pemilikan

daerah yang masih jarang penduduknya serta kondisi tanahnya yang kering.
Pengelolaan hutan rakyat dalam skala usaha yang kecil umumnya dikerjakan
langsung oleh pemiliknya. Sementara dalam skala usaha yang besar, pemilik juga
mempekerjakan para penggarap sebagai buruh di lahan miliknya.

Sementara itu penelitian Haeruman ez al. (1991) terhadap 6 desa contoh di
tiga kecamatan di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa luas pemilikan
hutan rakyat rata-rata adalah 1,08 ha. Dari berbagai macam penggunaan lahan
di wilayah studi tersebut, sebagai areal potensial penghasil kayu rakyat adalah
berupa lahan kering (kebun, tegalan, dan pekarangan), sedangkan di lahan sawah,
jumlah kayu rakyat yang ada sangat terbatas. Dengan demikian karena lahan
potensial penghasil kayu rakyat adalah lahan kering maka potensi kayu rakyat di
suatu daerah dapat didekati dari luas lahan kering.

Lokasi hutan rakyat terpencar-pencar dari satu pemilik ke pemilik lainnya dengan
luasan relatif sempit. Usahatani kayu rakyat ini terdapat pada berbagai pola

penggunaan lahan, seperti di pekarangan, kcbun SimpE talun atau tegalan,

te) dapat d1 berbagai pola penggunaan lahan. Hasil studi Haeruman ez 2/, (1990)
terhadap desa-desa contoh di Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah pohon
per hektar yang paling banyak ditanami kayu rakyat adalah pola penggunaan

an sebagai “hutan” sebanyak 422 pohon/ha atau 50% dari total pohon untuk

terkecil pekarangan 91 pohon/ha (10% dari total).

Potensi kayu rakyat yang berasal dari hutan rakyat cukup besar, hanya karena
belum adanya pola pemantauan yang baik sehingga perannya belum terlihat
falam statistik dan berbagai publikasi lainnya. Menurut Suyana (1976), rata-rata
potensi produksi hutan rakyat di Sukabumi sebesar 2,9447 m?®/ha/th. Potensi
ayu rakyat dominan di Jawa Barat adalah jenis jeunjing. Dari total potensi
produksi kayu rakyar sebanyak 2,2954 m>/ha/th atau 77% dari total produksi

ru rakyat berasal dari kayu jeunjing. Selanjutnya 0,5109 m?/ha/th atau 17%

hutan rakyat yang cukup luas per satuan pemilik terutama dijumpai di daerah-.
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dari total produksi berasal dari kayu kampung (duren, nangka, kupa, teureup,
sawo, rambutan, kemlandingan, gempol, dan sebagainya), dan 0,1384 m3/ha/
th atau 4% berasal dari kayu kehutanan (bayur, huru, manii, gelam, suren,
cangcaratan, vitex, kempas, dan sebagainya), dan sisanya 0,0589 atau 2% dari
total berasal dari kayu-kayu lainnya. Di Kabupaten Sukabumi, dari jumlah
volume kayu yang dikonsumsi masyarakat pada tahun 1976 sebanyak 87,6%
berasal dari kayu rakyat.

Hasil studi Haeruman e 4l (1986) dengan contoh 6 kabupaten (Bogor,
Pandeglang, Majalengka, Tasikmalaya, Subang, dan Sukabumi) menunjukkan
bahwa potensi rata-rata per hektar sebesar 144 batang, dengan selang jumlah
pohon rata-rata terbesar 364 batang/ha di Kabupaten Sukabumi dan terkecil 60
batang/ha di Kabupaten Pandeglang. Dari hasil scudi ini terhadap 6 desa contoh
di 3 kecamatan di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa potensi rata-rata
pohon per hekrar sebesar 156 batang. Potensi rata-rata terbesar di Kecamatan
Padalarang 181 batang/ha, lalu diikuti Kecamartan Cipatat 165 batang/ha, dan
terkecil Kecamatan Cipeundeuy 122 batang/ha.

Pola sebaran diameter pohon yang terdapat di hutan sangat bervariasi antar jenis,
pemilik, dan lokasi. Studi terhadap pohon-pohon yang terdapat di hutan rakyat
Jawa Barat yang dilakukan oleh Haeruman ez 4/ (1990) menunjukkan bahwa
scbaran diameter pohon yang terbesar antara kelas umur 1-5 tahun dengan
kelas diameter rata-rata antara 1-50 cm. Dari data yang diperoleh menunjukkan
bahwa sebaran diameter terbesar pada umur 1 tahun dengan selang diameter
1-10 cm sebanyak 1.237 batang atau 33% dari total jumlah pohon sampel,
lalu diikuti umur 2 tahun dengan selang diameter 11-20 cm sebanyak 1.212
batang atau 32% dari total, umur 3 tahun dengan selang diameter 21-30 cm
sebanyak 719 batang atau 20% dari total, umur 4 tahun dengan selang diameter
31-40 cm sebanyak 290 batang atau 8% dari total, umur 5 tahun dengan selang
diameter 4150 cm sebanyak 134 batang atau 3% dari total dan umur diatas 5
tahun dengan diameter 50 cm keatas sebanyak 175 batang atau hanya 4% dari
total pohon sampel. Bentuk sebaran diameter pohon yang sangat beragam ini
menyebabkan kesulitan pengaturan kelestarian hasil hutan rakyat.
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Sistem Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran
Unit produksi usaha hutan rakyat umumnya berskala kecil dan bersifat individual

atau perorangan. Pola usaha tani hutan rakyatini masih dilakukan secara tradisional
dan belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi berusaha yang
lebih menguntungkan. Pemilik hutan rakyat umumnya belum menggantungkan
kehidupannya pada pohon-pohon yang dimilikinya. Umumnya usaha tani kayu
rakyat ini masih merupakan sumber pendapatan sambilan, disamping hasil dari
sawah dan hasil pertanian lainnya. Usaha tani ini merupakan tabungan yang
sewaktu-waktu dapat dimanfaatkan bila diperlukan (Haeruman et 4l. 1990).
Di beberapa daerah, usaha tani hutan rakyat merupakan tradisi turun-temurun
sebagai warisan dari leluhur (misalnya: penanaman pohon jati di Yogyakarta dan
Jawa Timur). Belakangan ini usaha hutan rakyat berkembang pesat terutama -
karena adanya pasar terhadap hasil berupa kayu rakyat ini.

Pengetahuan masyarakat dalam menanam pohon-pohonan belum diwujudkan
dengan baik. Upaya maksimal dalam budi daya belum diterapkan, seperti
penggunaan bibit unggul, pengaturan jarak tanam, pemeliharaan, dan sebagainya.
Hal ini mengakibatkan perrumbuhan pohon dan mutu kayu yang dihasilkan
kurang baik. Umumnya petani hanya menggunakan bibit dari permudaan alam
yang mutunya kurang baik karena biasanya pohon induknya masih muda dan
bibit tidak dipilih khusus dari pohon induk yang bermutu baik sehingga anakan
vang dihasilkan juga kurang baik. Dari beberapa studi yang telah dilakukan
‘menunjukkan bahwa sebagian besar bibit diadakan sendiri oleh rakyat, sedangkan
peran pemerintah dalam pengadaan bibit hanya sebagian kecil dari jumlah
otal bibit yang ditanam di hutan rakyat. Dalam penanaman, umumnya jarak
anam kurang diperhatikan, pada lokasi sekitar pohon induk jarak tanamnya
serlalu rapat, sementara di lokasi lain terlalu jarang. Pemangkasan cabang hanya
akukan pada saat pohon masih kecil, setelah besar pemangkasan sama sekali
idak dilakukan. Pemangkasan dan penjarangan dilakukan menurut pengetahuan
masing-masing pemiliknya, pada umumnya mutu kayu yang dihasilkan masih
kurang baik. Masalah lain yang cukup menonjol dalam membangun hutan rakyat
dalah belum adanya kerja sama antar pemilik hutan rakyat sehingga keputusan
pengelolaan tergantung pada masing-masing pemilik yang jumlahnya banyak.
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Kelestarian hutan rakyat ditentukan oleh scruktur tegakan hutan yang digambarkan
oleh sebaran diameter dan jumlah pohon pada setiap petani pemilik dan pola
pemanenannya. Struktur tegakan hutan yang diharapkan memenuhi syarat bagi
tercapainya kelestarian adalah lebih kurang menyerupai hutan normal.

Berdasarkan penelitian Haeruman ez 2/ (1990), secara umum strukrur tegakan
yang ada belum menunjukkan hutan normal. Hal ini memperlihatkan bahwa
kelestarian hutan rakyat dengan pola pengelolaan yang ada saat ini belum dapat
menjamin kelestarian, baik untuk kesinambungan pendapatan petani maupun
keberadaan hutan rakyat itu sendiri. Hal ini terjadi karena keputusan pengelolaan
hutan rakyat masih tergantung kepada petani pemilik secara individu. Setelah
penebangan tidak semua petani selalu melakukan penanaman kembali, tetapi
ada pula yang ditanami dengan komoditas lain atau bahkan terjadi perubahan
penggunaan lahan. Selain itu pola pemanenan yang dilakukan atas dasar kebutuhan
uang yang tidak terencana, seringkali mempercepat habisnya ketersediaan pohon
yang dimilikinya. Walau pun terjadi perkembangan permintaan dari industri yang
menginginkan syarat-syarat diameter pohon tertentu, tetapi belum bisa mengubah
pola panen sebagian besar petani hutan rakyat. Selain itu ketidakteraturan siklus
pengelolaan hutan rakyat berkaitan pula dengan belum adanya pengaturan
pengelolaan hutan rakyat yang direncanakan secara bersama-sama dan atau di
bawah bimbingan pemerintah. Schingga seluruh keputusan dalam pengelolaan
berada sepenuhnya pada masing-masing petani, di mana petani sendiri umumnya
lebih mendasarkan keputusannya kepada kebutuhan dirinya sendiri. Dengan
demikian pengelolaan hutan rakyat dengan rotasi penanaman dan pemanenan
yang teratur belum bisa diharapkan dilakukan oleh petani. Hal lain yang perlu
mendapat perhatian dalam masalah kelestarian hutan rakyat adalah sempitnya
pemilikan lahan dan pola tanaman campuran menjadikan jumlah anakan untuk
pengganti pohon yang ditebang terbatasi oleh kepentingan penanaman tanaman
semusim. Dalam kaitan ini Brokensha dan Riley (1987) melaporkan bahwa kasus
di Mbeere-Kenya, dalam penanaman pohon, jumlah keluarga miskin lebih sedikit
dibanding jumlah keluarga kaya, demikian pula jumlah pohon yang ditanam
rumahtangga miskin lebih sedikit dari rumah tangga kaya.

Pengolahan hasil kayu rakyat tahun 80-an oleh petani masih menggunakan alat-
alat yang sederhana (seperti: gergaji tangan, golok, dan sebagainya) serta masih
kurangnya pengetahuan petani dalam mengolah kayu telah mengakibatkan mutu
kayu olahan yang dihasilkan seringkali masih rendah dan banyak menghasilkan
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Jimbah. Jenis-jenis komoditas hasil pengolahan kayu rakyat terutama berupa
kayu gergajian atau kayu bangunan (seperti: papan, balok, reng, kaso, dan
sebagainya).

Dalam hal pengolahan dan pemasaran kayu rakyat Hardjanto (2003) menyatakan
bahwa pengolahan kayu rakyat masih menggunakan peralatan tradisional
schingga kualitas dan rendemen hasil olahannya lebih rendah. Sementara dalam
hal pemasaran, kayu rakyat dipasarkan secara langsung dalam bentuk pohon
berdiri kepada para tengkulak. Kondisi ini membuat pemasaran hasil hutan
—kvat memberikan marjin keuntungan yang lebih besar kepada pedagang. Hal
2in yang memperparah ketidakadilan dalam pemasaran hasil hutan rakyat adalah
informasi pasar yang asimeteris yaitu informasi tentang pasar yang hanya dikuasai
slch para tengkulak menyebabkan petani hutan rakyat hanya sebagai pihak yang
nenerima harga bukan sebagai pihak yang menentukan harga. 5

Pemasaran kayu rakyat biasanya dilakukan seperti pemasaran hasil-hasil perta-
mian lainnya. Umumnya pemilik langsung menjual kayu yang masih berdiri
tepada para pembeli. Jarang sekali pemilik mengolah sendiri kayu-kayunya dan
senjual langsung ke konsumen. Sebagian besar petani masih sangat kurang
engetahuannya dalam memasarkan hasil-hasil kayunya, belum adanya informasi
sasar dan ditambah kurangnya modal menyebabkan masih dominannya peran
nekulak yang membeli kayu-kayu dari rakyat dengan harga yang relatif rendah.
\ari hasil studi terhadap cara pemasaran kayu yang biasa dilakukan oleh petani
i Jawa Barat (Haeruman ez 2/. 1990) menunjukkan bahwa cara pemasaran kayu
ing paling banyak dilakukan oleh petani yaitu menjual dalam bentuk pohon
serdiri) sebesar 31% dari total cara pemasaran, kemudian menjual produk
2lam bentuk kayu gergajian sebesar 27%, lalu kayu bakar 23%, kayu bulat 13%,
an terkecil dalam bentuk papan 6% dari total cara pemasaran. Pendapatan bagi
ecani pemilik dari hasil penjualan kayu berkisar antara Rp4.000-Rp65.000/ha/
. Sementara itu Andayani (2003), melaporkan bahwa penjualan pohon oleh
cani di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Wonosobo juga dalam
entuk pohon berdiri. Lebih lanjut petani memperoleh marjin pemasaran paling

=il dibanding penebang maupun pedagang pengumpul.

serah tujuan pemasaran terutama untuk memenuhi kebutuhan permintaan
\2n baku industri yang terdapat baik di pedesaan maupun di daerah perkotaan.
ari hasil penelitian Haeruman e a/. (1990) menunjukkan bahwa daerah tujuan
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pemasaran kayu rakyat sebagian besar untuk memenuhi kebutuhan di dalam
desa sebesar 74,78%, sedangkan sisanya untuk tujuan pemasaran ke luar desa
sebesar 25,22%. Untuk lokasi tujuan pemasaran ke luar desa sebagian besar
untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri di daerah perkotaan. Hasil
penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari total tujuan pemasaran kayu ke
luar desa tersebut, sebanyak 60,91% dijual ke luar kecamatan dan hanya 39,09%
untuk tujuan pemasaran di dalam kecamatan.

Prinsip Kelestarian Hutan Rakyat

Prinsip dasar dalam pengelolaan hutan adalah kelestarian hasil (sustzinable yield
principle). Pada awalnya prinsip kelestarian hutan ditujukan untuk hasil hutan
berupa kayu. Sejalan dengan kemajuan zaman dan pentingnya keberadaan hutan
dalam menopang kehidupan manusia maka prinsip kelestarian hutan ditujukan
untuk fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya. Prinsip kelestarian fungsi
ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dalam pengelolaan hutan senantiasa harus
diupayakan, termasuk dalam pengelolaan hutan rakyat.

Kelestarian fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya dalam pengelolaan hutan
dikembangkan menjadi prinsip, kriteria, dan indikator pengelolaan hutan lestari
sebagaimana dikemukakan oleh Davis & Johnson (1987) dan Davis e 4/, (2001).
Secara operasional prinsip pengelolaan hutan lestari di Indonesia dikembangkan
oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dalam pengelolaan hutan alam dan hutan
tanaman di Indonesia. Prinsip pengelolaan hutan lestari oleh LEI ini dibagi untuk
Prinsip, Kriteria, dan Indikator pengelolaan hutan alam lestari.

Berdasarkan penelitian Hardjanto dan Trison (2010), dengan menggunakan
pedoman pengelolaan hutan berbasis masyarakat lestari oleh LEI (2001),
menyimpulkan bahwa Prinsip, Kriteria, dan Indikator untuk pengelolaan hutan
rakyat lestari terdiri dari: Prinsip Kelestarian Produksi (2 kriteria dan 9 indikator);
Prinsip Kelestarian Ekologi (1 kriteria dan 1 indikator); dan Prinsip Kelestarian
Sosial (2 kriteria dan 3 indikaror). Selengkapnya adalah sebagai berikut:

Prinsip Kelestarian Fungsi Produksi adalah terj aminnya keberlanjutan produksi
pemanfaatan hasil hutan dan usahanya.

Kriteria dan Indikator

Kriteria 1. Kelestarian Sumber daya adalah terjaminnya kemantapan budidaya
hutan rakyat sehingga terjadi kepastian usaha jangka panjang
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Indikator:

1. Sebaran lokasi hutan rakyat berada pada tanah milik atau tanah terlantar

Status lahan jelas menurut aturan yang berlaku
Perubahan peruntukan lahan untuk hutan rakyat
Intensitas pemeliharaan hutan rakyat

iteria 2. Kelestarian Hasil dan Usaha: adalah keberlanjutan dan/atau
peningkatan produksi hasil kayu dari waktu ke waktu karena
konsistensi pengelolaan hutan rakyat serta kemampuan pemilik
atau kerja sama antar pemilik mengelola hutan rakyat energi yang
memberikan keuntungan (profiz).

Indikator:

Kerja sama antar pemilik dalam pengelolaan hutan rakyat

Kepastian pasar

3. Kemampuan akses pasar

Ketersediaan sistem informasi pasar

Kontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial dan ekonomi setempat

Prinsip Kelestarian Fungsi Ekologi: adalah terjaminnya fungsi hutan rakyat
cbagai bagian dari sistem penyangga kehidupan dalam sebuah ekosistem unit

sengelolaan.

Kriteria dan Indikator

Kriterial. Stabilitas Ekosistem: adalah ukuran keseimbangan dinamis dari
struktur dan fungsi ekosistem hutan rakyat sehingga menjamin

stabilitas ekosistemnya.

ikator:

Terjadi dampak positif kegiatan kelola produksi terhadap stabilitas ekosistem
di wilayah setempat

rinsip Kelestarian Fungsi Sosial: adalah terjaminnya keberlanjutan fungsi
nousahaan hutan bagi pemilik hutan rakyat dan masyarakat setempat yang
dlibat dalam usaha hutan rakyat, baik langsung maupun tidak langsung.
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Kriteria dan Indikator
Kriteria 1. Kejelasan Sistem tenurial lahan dan pengelolaan hutan rakyat
Indikator:

1. Pelaku pengelolaan hutan rakyat baik warga komunitas atau yang lain, dapat
menjalankan usahanya sendiri atau bermitra.

Kriteria 2. Terciptanya kondisi pengembangan ekonomi masyarakat
setempat: adalah kondisi yang memungkinkan terjadinya kegiatan
ckonomi dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat tetap
dapat berlangsung, termasuk terbukanya kesempatan kerja dan
peluang berusaha.

Indikator:

1.~ Sumber-sumber ckonomi lain minimal tetap dan tidak terganggu oleh usaha
hutan rakyat

2. Penerapan teknik-teknik produksi kegiatan pengelolaan hutan maupun
paska panen sejauh mungkin menggunakan tenaga kerja setempat sehingga
minimal tetap mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja yang ada,
baik laki-laki maupun perempuan.

Perspektif Ekologi, Ekonomi, dan Sosial-Budaya
dalam Pengelolaan Hutan

Perspektif Ekologi

Hutan rakyat yang tumbuh dan berkembang pada lahan milik, sangat
bermanfaat ditinjau dari segi ekologi, walau pun seringkali pemiliknya tidak
terlalu memperhatikan manfaat dari sisi ckologi. Hutan rakyat baik yang berupa
hutan monokultur maupun campuran, jelas memberikan manfaat ekologi seperti
lindungan terhadap tanah dan air, menghasilkan iklim mikro, keanekaragaman
hayati sampai dengan kontribusinya terhadap penanggulangan pemanasan

global.
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global.
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perbulannya. Sementara itu di Sukabumi, hutan rakyat sengon berkontribusi
terhadap pendapatan petani rata-rata sebesar Rp493.468 per tahun atau 2,84%
dari pendapatan total rumah tangga sedangkan di Sumedang, hutan rakyat

menyumbangkan Rp17,36 miliar atau 0,45% dari total Pendapatan asli daerah
(Romansah 2007).

Sementara itu di Wonogiri, hutan rakyat di daerah ini telah mengenal instrumen
sertifikasi. Di mana pendapatan rata-rata petani hutan rakyat pada hutan yang
tersertifikasi adalah Rp1.387.500 sedangkan pada hutan tidak tersertifikasi
sebesar Rp1.255.556 per bulan. Daniyati (2009) di pulau Sulawesi berdasarkan
penelitian Yusran (1999) di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, hutan
rakyat kemiri memberikan kontribusi pendapatan petani sebesar 7.61% atau
sebesar Rp6.563.990 per tahun. Sementara itu Patabang ez al. (2008) melakukan
analisis nilai NPV pengusahaan hutan pinus rakyat di Tana Toraja dengan hasil
bahwa kabupaten Tana Toraja memiliki potensi nilai ekonomi yang besar dalam
pengusahaan hutan pinus rakyat yaitu dengan nilai Rp3.03 Triliun-Rp10.63
Triliun. Hal tersebut didukung dengan kondisi alam di Tana Toraja untuk
pengembangan hutan pinus rakyar.

Penelitian di Pulau Sumatera dilakukan oleh Pangihutan (2003) terhadap analisis
finansial hutan karer rakyat diperoleh bahwa nilai 7er present value dari hutan
karet rakyat sebesar Rp5.577.963 per hektar. Di Sumatera Selatan, hutan karet
rakyat sudah berkembang sejak awal abad ke-20 dan sudah lama menjadi sumber
pendapatan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan data-data di atas terlihat jelas
bahwa hutan rakyat berkontribusi secara nyata terhadap perekonomian, terutama
peningkatan pendapatan petani hutan rakyat.

Pengusahaan hutan rakyat saat ini semakin jelas berdasarkan perspektif ekonomi
rasional. Dalam hal ini, Awang (2010) menyatakan bahwa dalam beberapa
kasus di kabupaten Purworejo, hutan rakyat dibangun oleh masyarakat
berdasarkan konstruksi pengetahuan yang diperoleh masyarakat yang didasari
oleh pengalaman. Konstruksi pengetahuan tersebut didasari oleh konsep-konsep
ckonomi dan ekologi yang telah diterjemahkan dalam konsep praktis oleh
masyarakat yang bersifat rasional dan empirik. Konsep ekonomi memberikan
gambaran tentangkeuntungan danjaminan pendapatan yangdiperoleh oleh petani
dalam mengembangkan hutan rakyat, sedangkan konsep ekologi memberikan
pengetahuan tentang keuntungan ckologis berupa perlindungan lingkungan
yang diperoleh dalam usaha hutan rakyat. Dengan kesadaran yang mendalam
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atang input, proses, output, dan outcome oleh masyarakat tentang hutan rakyat
cnjadikan masyarakat di Purworejo sadar untuk mengorganisaikan dirinya dalam
fu unit manajemen hutan rakyat untuk memperkuat kelembagaan mereka
lam bentuk kelompok tani hutan rakyat. Kesadaran ini telah memberikan

vat yang merupakan kerja sama dua atau tiga pihak, yaitu antara masyarakat
2 pemilik lahan, masyarakat, pemilik lahan dan pemilik modal. Seluruh kerja

22 tersebut dituangkan dalam dokumen kontrak kerja sama, yang jelas berdasar

shatani hutan rakyat ini terdapat pada lahan kering di berbagai pola

aan lahan, seperti di pekarangan, kebun campuran, talun atau tegalan,

_ i pohon karena pemiliknya tidak lagi mengusahakan tanaman pangan.
svebaran hutan rakyat dapat diproyeksikan dari jumlah pohon yang terdapat
berbagai pola penggunaan lahan. Hasil studi Haeruman ez 4l (1990) ter-
225 desa-desa contoh di Jawa Barat menunjukkan bahwa jumlah pohon per
ctar yang paling banyak ditanami kayu rakyat yaitu pada pola penggunaan
2n sebagai “hutan” sebanyak 422 pohon/ha atau 50% dari total pohon untuk
ruh pola penggunaan lahan. Lalu diikuti kebun campuran sebanyak 226
won/ha (27% dari total), talun sebanyak 109 pohon/ha (13% dari total), dan
ecil pekarangan 91 pohon/ha (10% dari total).

wm adanya inventarisasi berkala dan pola pemantauan yang terstruktur schingga
annya belum terlihat dalam statistik potensi kayu yang terpublikasikan.
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2,9447 m*/halth. Potensi kayu rakyat dominan di Jawa Barat yaitu jenis jeunjing,
dari total potensi produksi kayu rakyat sebanyak 77% dari total produksi berasal
dari kayu jeunjing. Di Kabupaten Sukabumi, dari jumlah volume kayu yang
dikonsumsi masyarakat tahun 1976 sebanyak 87,6% berasal dari kayu rakyat.

Hasil studi Haeruman er 4l (1986) dengan contoh 6 kabupaten (Bogor,
Pandeglang, Majalengka, Tasikmalaya, Subang, dan Sukabumi) menunjukkan
bahwa potensi pohon rata-rata per hektar sebesar 144 batang, dengan selang
jumlah pohon terbesar 364 batang/ha di Kabupaten Sukabumi dan terkecil 60
batang/ha di Kabupaten Pandeglang.

Aspek Perencanaan Hutan

Perencanaan kehutanan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perencanaan
Kehutanan (PP 44/2004) yang kemudian diterjemahkan lebih lanjut dalam
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.28/Menhut-11/2006 adalah proses penetapan
tujuan, penentuan kegiatan dan perangkat yang diperlukan dalam pengurusan
hutan lestari untuk memberikan pedoman dan arah guna menjamin tercapainya
tujuan penyelenggaran kehutanan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan tersebur
disebutkan bahwa Perencanaan Kehutanan meliputi kegiatan:

1. Inventarisasi hutan (mengetahui potensi sumber daya hutan);
2. Pengukuhan kawasan hutan (membedakan hutan negara dan hutan hak);

3. Penatagunaan kawasan hutan (menandai fungsi hutan konservasi, hutan

lindung, dan hutan produksi);

4. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan (membuat KPHK, KPHL, dan
KPHP);

Perencanaan hutan rakyat di atur dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 8
Tahun 2005 tentang pemerintah daerah; pemda mempunyai kewenangan untuk
mengatur sumber daya alam termasuk hutan rakyat yang ada di wilayahnya.
Dalam hal ini pemda memfasilitasi pembentukan unit manajemen hutan rakyat
sebagai wadah untuk mencapai kelestarian hutan rakyat di mulai dari perencanaan
yang meliputi 1) Penyiapan organisasi pengelola hutan rakyat; 2) Penetapan dan
pengukuhan kawasan hutan rakyat; 3) Penyusunan rencana pengelolaan hutan
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at; dan (4) menyiapkan anggaran dari APBD untuk pemantapan kawasan
pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan. Hal ini sangat penting karena
perencanaan akan menjadi pedoman dan arahan pembangunan hutan rakyat.
Perencanaan yang difasilitasi pemerintah tersebut diharapkan dapat meningkatkan
isipasi masyarakat agar dapat sekaligus sinergis untuk pengembangan wilayah
fan pembangunan ekonomi wilayah. Pengelola hutan rakyat seyogyanya memiliki
&cpastian wilayah kelola karena kepastian ini sangat penting untuk mewujudkan
elestarian usaha dan kelestarian hutan.

futan rakyat yang tumbuh di lahan hak milik, pada umumnya keberadaannya
crfragmentasi sehingga seringkali tidak mudah untuk melakukan penatagunaan
autan berdasarkan fungsinya. Oleh karenanya fungsi-fungsi lindung, konservasi
2an produksi seringkali hanya berlaku pada tingkat lokal dalam wilayah yang
empit. Keadaan tersebut mengakibatkan sulitnya pembentukan wilayah kesatuan
sengelolaan hutan rakyat sebagaimana yang diterapkan pada hutan negara.
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